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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 446 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode
2023-2028, telah menetapkan Anggota Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2023-2028;

b. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan
terhadap susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penunjukan
dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023;
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Mengingat

-

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor
5135);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
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Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomeor 08 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 984), sebagaimanatelah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 99);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 172);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
4432 /[Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 446 tahun 2023
tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023.

KESATU :  Menetapkan perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
sepanjang pada jabatan dalam tugas Pengarah,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Diktum
KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KETIGA :  Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan
ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Sulawesi Tenggara Bagian Anggaran 076 Tahun 2023.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA;

ttd.

ASRIL
Salinan sesuai dengan aslinva

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

“ﬁai&gﬁgmn Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
t xilgan asyarakat, Hukum dan SDM

-
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN
DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI

TENGGARA TAHUN 2023

dan Kasubag

JABATAN .
NO DALAM JABATAN NAMA :
TUGAS :
1. | Pengarah Ketua dan Anggota 1. DR. ASRIL, S.Sos., M.Si
KPU Provinsi 2. HAZAMUDDIN, S.Sos., MH .
Sulawesi Tenggara 3. SUPRIHATY PRAWATY
NENGTIAS, SP.,MP
4. MUHAMMAD MU’MIN
FAHIMUDDIN, SP.,M.Si
5. AMIRUDDIN, S.Pt —_—
Penanggung | Sekretaris KPU
2- | Jawab Provinsi Sulawesi | o CUANA AR, MM
- Tenggara
|
Kabag Teknis |
Penyelenggaraan !
3. | Ketua Pemilu, Partisipasi BAHARUDDIN, SE |
Masyarakat, Hukum !
dan SDM |
|
4. | Tim Kerja Sekretaris, Kabag TRI TUJIANA, A.P., M.M ‘

B

. ENDANG SUMPENA, S, Kep,. |
M.KM |

3. MUSKAM, S.Sos, M. Si

4. BAHARUDDIN, SE

5. WAWAN FRIADI LILI, SE

6. SAMSU AGUSDAR, S.IP

7. TAUFIK AHMAD, SH

8. WAODE RINI, SE

9. MERYANA AISYAH, S.IP
10. WIDIAWATI, S.Sos

|
|
TS .
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' 5. | Sekretariat | Staf Pelaksana Sub | 1. DEWI KARTINI, SH
‘ Bagian Hukum dan |2. FADEL MUHAMMAD, SH
SDM 3. NUR WILLY, S.IP
4, ANISA SAFITRI, SH
5. MILADINA HANIFAH, SH
1. JUSMIATIN MOKODOMPIT, ST
Staf Pelaksana Sub |5 yUYUN INDRAYANI, SE, MM
Bagian Data dan 3. MUH. AJERAN, SE
Informasi 4. SITTI MURNI, S.Sos
1. HATMAWATI, SH
2. RISMANTO, A.Md
Staf Pelaksana Sub |3 WIDIASTANTO, A.Md
Bagian Teknis dan | % MELI AGUSTIN, SH
S 5. NUR ARYASTUT!, SH
6. IWAN KURNIAWAN, SE
7. JUSLAN, S.IP
1. ASMAYANTI LATIEF, SE, MM
| Staf Pelaksana Sub 15" \iopin'yvanTAMI, SH
' Bagian Perencanaan 3. ADRIATI, SH
Staf Pelaksana Sub |1. IRMAWATI, SE
Bgian keuangan 2. HASRIANI, SE, MM
3. RISMAN AHMARI, S.kom
4. RASYIDAH, SE
Staf Pelaksana Sub | 1. MUH. ILHAM PUTRA ALIL, A.Md
Bagian Umum dan |2. UDDIN A HAMID, SE
Logistik '3. SRI AYU MERDEKAWATI, S.IP.,
. M.Si
4. MARDIN, SE
5. MUTHMAINNAH, SH
6. SARMINAH DJALIL, A.Md

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
__PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd.

ASRIL

/cha}anglan T¢knis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi

> dé}n}&lbungan asyarakat, Hukum dan SDM

~AREJARIAT |33
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN
DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TAHUN 2023

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023

NO JABATAN TUGAS

' 1. | Pengarah 1. Memberikan arah kebijakan kepada satgas
: tentang pelaksana dan penerapan SPIP di
Lingkungan KPU Provinsi;

2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus-
' menerus untuk memberikan keyakinan
vang memadai untuk tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan vang Efektif dan
Efisien, Keandalan Pelaporan keuangan,
Keamanan Aset Negara, dan Ketaatan
Peraturan Perundang-Undangan.

2. | Penanggung Jawab 1. Menciptakan dan memelihara lingkungan
pengendalian yang menimbulkan perilaku
postif dan kondusif untuk penerapan SPIP
di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi
Tenggara;

2. Memantau Sistem Pengendalian Intern di
Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi

Tenggara.

3. |Ketua 1. Menyusun dan menerapkan aturan peﬁlaku
di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi
Tenggara,;

2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk
membahas tentang pelaksanaan dan
penerapan SPIP di lingkungan KPU Provinsi
Sulawesi Tenggara;

3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang
sehat tentang pembinaan sumber daya
manusia manusia di lingkungan KPU
Provinsi Sulawesi Tenggara.
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i 4. | Tim Kerja

5. | Sekretariat

. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di

lingkungan KPU Provinsi Sulawesi
Tenggara;

. Menyelenggarakan Kegiatan pengendalian

sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan
sifat dari tugas KPU Provinsi Sulawesi
Tenggara.

1. Menyelenggarakan administrasi semua

kegiatan Satuan tugas baik yang meliputi
perencanaan, maupun pelaksanaan;

. Membantu dan mendampingi satuan tugas

dalam segenap kegiatan penyelenggaraan
SPIP

. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-

bahan lainnya yang diperlukan;

. Membuat laporan kegiatan satuan tugas

secara berkala kepada penanggung jawab.

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd.

ASRIL

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWE‘SI TENGGARA

G fnatiedAin
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